BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

KAWASAN WISATA LINGKAR BENDUNGAN SELOREJO NGANTANG

Menimbang

Mengingat

DI KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan
berbasis pertanian terpadu, dan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan
Wisata Lingkar Bendungan Selorejo Ngantang di Kecamatan

Ngantang Kabupaten Malang;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan  Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2010 Nomor 2/E);
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16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah  Kabupaten Malang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 7 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN WISATA LINGKAR
BENDUNGAN SELOREJO NGANTANG DI KECAMATAN
NGANTANG KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Bupati adalah Bupati Malang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
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10.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat
dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang
ditetapkan oleh Bupati.

Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan
yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya
dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
Kawasan wisata adalah kawasan perdesaan wilayah
pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul
budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat
perkembangan warganya untuk meningkatkan
kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen
rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam)
Tahun.

Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya
disebut BUM Des Bersama adalah badan usaha yang

dibentuk dalam skema kerja sama antar Desa.
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11. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya
untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-
nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga
layak sebagai atraksi wisata.

12. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya
meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan
aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.

13. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik
wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air

yang mampu menarik wisatawan.

BAB II
PENETAPAN LOKASI, TEMA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kawasan
Wisata Lingkar Bendungan Selorejo Ngantang di
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

(2) Kawasan Wisata Lingkar Bendungan Selorejo Ngantang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di wilayah
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, terdiri dari:

a. Desa Kaumrejo;
b. Desa Sumberagung;
c. Desa Mulyorejo; dan

d. Desa Banturejo.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan  pengembangan Kawasan  Wisata  Lingkar

Bendungan Solerejo:

a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat
kawasan perdesaan serta potensi kebudayaan dan
wisata yang terdapat di masing-masing desa kawasan

wisata;
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terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata
kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan

memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan
wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata
spiritual, wisata olah raga dalam rangka peningkatan

dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 4

Sasaran Penetapan Kawasan Wisata Lingkar Bendungan

Solerejo:

a.

meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk
setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan
lingkungan sebagai usaha mempertahankan
keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata
yang ada; dan

memberi dorongan, motivasi dan menciptakan
peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan
desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja

sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 5

Fungsi Kawasan Wisata Lingkar Bendungan Solerejo:

a.
b.

(1)

sarana edukatif dan rekreasi;

sarana pengembangan perekonomian kawasan
perdesaan;

sarana pengembangan Seni dan Budaya;

sebagai sarana pengembangan Pariwisata berbasis
masyarakat; dan

sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penataan lingkungan pada kawasan wisata termasuk
fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat
dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam
pengembangan kawasan wisata dengan dukungan

Pemerintah Daerah.
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(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam melaksanakan penataan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait

di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan

kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan

lingkungan di kawasan wisata berhak:

a. mendapatkan perioritas sebagai pekerja sesuai
dengan keahlian dan kemampuannya; dan

b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.

Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah

yang memiliki, menghuni atau mengelola

lahan/bangunan di kawasan wisata wajib:

a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta
habitatnya; dan

b. menaati segala ketentuan perundang—undangan.

Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana

prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam

rangka pengembangan kawasan wisata.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

(1)

Pasal 8

Pemanfaatan dan pengembangan kawasan wisata
diarahkan kepada pengembangan pariwisata yang
memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta
menjadikan aktivitas keseharian masyarakat kawasan

perdesaan sebagai daya tarik wisata.
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(2) Aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:

a. agro wisata;

b. wisata alam;

c. wisata budaya;

d. wisata kuliner;

e. wisata tirta;

f. wisata spiritual,

g. atraksi wisata; dan
h. wisata sejarah.

(3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan wisata
diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah
penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif
sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang
pariwisata.

(4) Pemanfaatan dan Pengembangan kawasan wisata
sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan kawasan wisata Lingkar
Bendungan Selorejo Ngantang merupakan perwujudan
program dan kegiatan pembangunan tahunan pada
kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas
masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh

pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
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10

Pasal 10

Pendanaan pembangunan kawasan wisata Lingkar

Bendungan Selorejo Ngantang dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Timur;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malang;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pengelolaan kawasan wisata dilaksanakan oleh Badan
Usaha Milik Desa Bersama dan dipertanggungjawabkan
kepada Badan Kerjasama Antar Desa.

(2) Pengawasan kawasan wisata dilaksanakan secara
fungsional oleh instansi terkait di lingkungan
Pemerintah  Daerah dan  dipertanggungjawabkan
kepada Bupati.

(3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata
dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4) Pengawasan penataan di kawasan wisata oleh instansi
terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan masukan dari para pemangku

kepentingan.
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11

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI MALANG,
Ttd.
H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

Pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.
DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 7 Seri D

D:\ANANG\AFF20\Keputusan Pendek\th. 2018\Peraturan Bupati\Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa\Perbup Fiks.doc



